SALINAN

KEPALA DESA LANGENHARJO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA LANGENHARJO

NOMOR : 02 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGELUARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA MENDAHULUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang :

Mengingat

DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LANGENHARJO ,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan,
Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa, PPKD selaku BUD
melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) dari
Gaji atau Upah per bulan dihitung berdasarkan penghasilan
tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan
Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan
setiap bulan

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
disebut pada huruf a dan huruf b Pemerintah Desa perlu
melakukan pengeluaran terhadap beban belanja pegawai
Pemerintah Desa yang mendahului penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Pengeluaran
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);



7.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun
2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor
14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 254);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor S5 Tahun
2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
230);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016
Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 241) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian  Perangkat Desa (Lembaran  Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 268)

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor
19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan
Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 46);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);



Menetapkan :

14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di
Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2019 Nomor 43);

16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 85 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 85);

17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 88 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 88);

18. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Langenharjo Tahun 2021
(Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN
PENGELUARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA MENDAHULUI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1.

Desa adalah Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten
Sukoharjo.

Pemerintahan  Desa adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.



5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disingkat dengan APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

6. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa
melalui rekening kas desa.

7. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh peneriman Desa
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa
pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

Pasal 2

Belanja Wajib Tahun Anggaran 2021 merupakan pengeluaran dari
rekening Kas Desa yang sifatnya rutin dan wajib dilaksanakan
sebelum dan/atau setelah penetapan APB Desa Tahun Anggaran
2021.

Pasal 3

(1) Belanja pegawai merupakan Belanja Wajib sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan
tetap, tunjangan, tambahan tunjangan, penerimaan lain, dan
pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat
Desa, serta tunjangan BPD.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan
Desa.

(4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

(5) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan kemampuan APB Desa.

Pasal 4

Belanja wajib Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 yang boleh dikeluarkan mendahului APB Desa meliputi
belanja operasional pemerintahan desa.

Pasal 5

Dalam rangka melaksanakan belanja sebagaimana dimaksud pasal
4 menggunakan pagu anggaran APB Desa Tahun Anggaran 2020.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita
Desa Langenharjo.

Ditetapkan di Langenharjo
pada tanggal 26 Januari 2021

KEPALA DESA LANGENHARJO
TTD
SUNARWAN

Diundangkan di Langenharjo
pada tanggal 26 Januari 2021

SEKRETARIS DESA LANGENHARJO,
TTD

MOCHAMAD ROCHANI
BERITA DESA LANGENHARJO TAHUN 2021 NOMOR 2



